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ABSTRAK 
 
Muh. Firdaus Hasanuddin (B111 10 040), dengan judul skripsi “ 
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pindana Pencurian Barang Tilang 
yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.86/PID.SUS/ 
2013.PN.JO)” di bawah bimbingan Bapak Andi Sofyan selaku pembimbing 
I dan bapak Amir Ilyas, selaku pembimbing II.  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil dalam perkara Tindak Pidana Pencurian Barang Tilang yang 
Dilakukan Oleh Anak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Tilang 
yang Dilakukan Oleh Anak dalam perkara putusan No.21/PID.SUS/2013/ 
PN.JO 
 
Penelitian ini dilaksanankan di instansi Pengadilan Negeri 
Jeneponto untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan 
melakukan wawancara langsung terhadap nara sumber pada instansi 
tersebut. Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) penerapan hukum 
pidana materil dalam putusan No.86/PID.SUS/2013.PN.JO telah sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Hakim dalam 
menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa memiliki banyak 
pertimbangan, mulai dari tuntutan primair dan subsider Jaksa Penuntut 
Umum, terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsider penuntut 
umum sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan 
perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, 
dengan menjalani pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) bulan 15 (lima 
belas) hari dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan 
membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua 
ribu rupiah). (2) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap tindak pidana Pencurian Barang Tilang yang Dilakukan Oleh 
Anak putusan No.86/PID.SUS/2013.PN.JO ialah karena terdakawa masih 
dibawah umur dan dengan memperhatikan laporan hasil penelitian 
kemasyarakatan, yang menyarankan agar terdakwa diberi keringanan 
hukuman dengan pertimbangan terdakwa masih anak-anak dan masih 
sekolah dan terdakwa telah berjanji untuk tidak mengulangi lagi dengan 
masalah hukum  
  
vi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan begitu pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan 
modernitas teknologi, membuat perilaku manusia di dalam bermasyarakat 
dan bernegara justru semakin kompleks, bahkan menjadi multikompleks. 
Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya terdapat 
perilaku yang dapat dikategorikan sebagai perilaku yang sesuai dengan 
norma kebiasaan dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma (hukum) 
yang berlaku, tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma 
biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan 
merugikan masyarakat lainnya.  
Disisi lain dari kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), 
memiliki dampak terhadap timbulnya berbagai perilaku yang menyimpang 
dari anggota masyarakat seperti berbagai macam tindakan yang diluar 
dari norma (kebiasaan) hingga berbagai macam tindak pidana. Jika di 
tinjau dari tingkat usia tentunya tindak pidana yang terjadi di dalam 
masyarakat tidak hanya di lakukan oleh kelompok orang dewasa saja, 
tetapi mereka yang tergolong dalam usia masih anak-anak juga sering 
melakukan tindak pidana yang tentunya selain merugikan dirinya sendiri 
juga dapat pula merugikan orang lain.  
Dalam era saat ini kebanyakan orang tua disibukkan dengan 
mengurus urusan sendri dan cenderung mengabaikan urusan keluarga 
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dan bahkan menelantarkan kewajiban tehadap anak sendiri yang secara 
tidak langsung membuat pergaulan dan pendidikan anak dari orang tua 
tersebut menjadi lebih bebas dan tidak terkontrol. Perilaku yang demikian 
apabila tidak dibarengi dengan pendidikan moral dari orang-orang 
sekitarnya maka akan mengakibatkan generasi yang nantinya akan 
merugikan masyarakat dan bahkan merugikan masa depan Negara 
tentunya. 
Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, 
mental maupun sosial inilah yang sering berperilaku dan bertindak asocial 
dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. 
Pertimbangan (consideran) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak menyatakan:  
“bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu 
sumber daya manusia yang merupakan potensi penerus cita-cita 
perjuangan Bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai 
ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan 
fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan 
seimbang”. 
 
 Perilaku anak yang menyimpang atau bahkan melanggar hukum 
cukup kompleks dan beragam, dimana perilaku yang menunjukkan 
kemerosotan moral manusia telah mereka lakukan. Menurut lapaoran BPS 
tahun 1997 menyatakan bahwa pengadilan negeri seluruh provinsi 
mencatat sebanyak 4.000 tersangaka berusia di bawah 16 tahun yang 
diajukan ke pengadilan. 
Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah 
lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum 
yang di ciptakan oleh pemerintah. Hukum tidak otonom atau tidak mandiri 
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(Achmad Ali,2002:53), berarti hukum itu tidak lepas dari pengaruh timbal 
balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai 
patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian didalam 
kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak 
masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Penjatuhan pidana bukan 
semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah 
pemberian bimbingan dan pengayoman. Sekaligus memberikan 
pengayoman kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar 
menjadi manusia yang berguna dan dapat menjadi anggota masyarakat 
yang baik. 
 Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu di hadapi oleh 
masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus secaca tuntas 
kejahatan tersebut, seringkali dilakukan namun hasilnya sering kali 
berujung pada kegagalan. Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia 
hanya pada penekanan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.  
Kejahatan pencurian yang termuat dalam buku kedua kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah diklasifikasikan 
kebeberapa jenis kejahatan pencurian mulai dari kejahatan pencurian 
biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), 
kejahatan pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi (Pasal 363 
KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), 
kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). 
Segala macam kejahatan pencurian sudah tentu merupakan hal yang 
bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, agama dan adat 
istiadat Bangsa Indonesia.  
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Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan 
kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan 
diantaranya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU 
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Anak nakal yang diajukan ke sidang anak, di tangani oleh hakim 
khusus yaitu hakim yang menangani perkara anak, dan petugas 
permasyarakatan dari balai permasyarakatan. Tapi dalam 
pelaksanaannya harus pula diperhatikan hak-hak anak dan anak itu 
sendiri. Seyogyanya kita lebih membicarakan hak anak daripada 
kewajibannya, dimana hak-hak anak sebagaimana telah di sebutkan 
dalam upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir 
dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), juga dalam UU No.39 Tahun 1999 
tentang HAM, dan UU No.23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak. 
Berdasarkan uraian diatas, mendorong keingin tahuan penulis 
untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tindak pidana pencurian, sehingga 
penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pencurian Barang Tilang Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus 
Putusan No.86/PID.SUS/2013/PN.JO) 
 
B. Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi 
pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang 
akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak 
Pidana Pencurian Barang Tilang yang Dilakukan Oleh Anak 
(Putusan Pengadilan No.86/PID.SUS/2013/PN.JO)? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang 
Tilang yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Pengadilan 
No.86/PID.SUS/2013/PN.JO)? 
 
C. TujuanPenelitian 
Tujuan penelitian: 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil 
terhadap Tindak Pidana Pencurian Barang Tilang yang 
Dilakukan Oleh Anak (Putusan Pengadilan 
No.86/PID.SUS/2013/PN.JO ) 
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian 
Barang Tilang yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Pengadilan 
No.86/PID.SUS/2013/PN.JO) 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 
masyarakat maupun orang tua dalam mengantisipasi tindak pidana 
pencurian, secara khusus tindak pidana pencurian barang tilang 
yang dilakukan oleh anak  
6 
2. Agar penelitian ini dapat memberi masukan dan dapat menjadi 
bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam 
menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan 
oleh anak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah delik atau het staafbaarfeit dalam ilmu hukum memiliki 
banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna 
serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang 
menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, 
peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.  
Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang 
melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam 
arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan 
dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti 
sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana. 
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni sraf, baar dan feit. dari 
beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, 
ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit 
diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 
Secara letterlijk, kata “straaf” artinya pidana, “baar” artinya dapat 
atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa belanda 
“feit” berarti “sebagian dari suatu perbuatan” dan “strafbaar” berarti “dapat 
dihukum”,sehingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” dapat 
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diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu perbuatan yang dapat 
dihukum”. 
Moeljatno memakai istilah”perbuatan pidana”. Beliau tidak 
menggunakan tindak pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah 
perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan 
pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.  
Berdasarakan defenisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur 
tindak pidana sebagai berikut: 
a. Perbuatan  
b. Yang dilarang(oleh aturan hukum) 
c. Ancaman pidana(bagi yang melanggar)  
Dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana” Adami Chasawi 
(2008;67-68) menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal 
ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah strafbaar 
feit (Belanda), istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam 
perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai litelatur hukum 
sebagai terjemahan dari istilah stratbaar feit antara lain adalah tindak 
pidana, peristiwa pidana delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh 
dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah 
perbuatan pidana. 
Menurut Bambang Waluyo (2008:6) pengertian tindak pidana (delik) 
adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (strafbare feiten). 
R. Abdoel Djamali (2015:175) menambahkan bahwa peristiwa pidana 
yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau 
rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. 
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Pompe, memberikan dua macam devenisi, yang bersifat teoritis 
dan bersifat perundang-undangan. Defenisi teoritis ialah pelanggaran 
Norma (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, 
dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata 
hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikian beberapa 
rumusan-rumusan tentang tindak pidana (strafbaar feit) yang diberikan 
oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah 
seperti ini menyangkut terminologi Bahasa yang ada serta untuk 
menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung di dalamnya.  
Menurut R. Tresna strafbaarfeit atau perbuatan pidana atau juga 
peristiwa pidana tersebut adalah suatu perbuatan atau rangkaian 
perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau 
peraturan perundang-undangangan lainnya, terhadap perbuatan mana 
diadakan tindakan penghukuman. Beliau kemudian memberikan defenisi 
bahwa untuk memenuhi telah terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa 
pidana tersebut adalah: 
a. Harus ada perbuatan manusia  
b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa dilukiskan didalam 
ketentuan hukum.  
c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu 
bahwa orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. 
d. Perbuatan tersebut harus berlawanan dengan hukum  
e. Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia adanya ancaman 
hukumnya didalam undang-undang 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka 
dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu: 
a. Unsur perbuatan (Unsur obyektif), yaitu :  
1. Memcocoki rumusan delik  
2. Melawan hukum (Tidak ada alasan pembenar) 
b. Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu : 
1. Adanya kesalahan ( terdiri dari dolus dan culpa) 
2. Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alsan pemaaf) 
Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (misdrijven) 
menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai masyarakat 
dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam 
ketentuan undang-undang, oleh karenanya disebut dengan rechtsdelicten. 
Sedangkan perbuatan menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat 
dianggap bukan sebagai perbuatan tercela.diangkatnya sebagai 
perbuatan pidana karena di tentukan oleh Undang-Undang, Oleh 
karenanya disebut dengan westdelicten.  
Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu 
pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: 
1. Pelaku utama  
2. Pelaku peserta 
3. Pelaku pembantu  
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Untuk menentukan apakah seorang pelaku tergolong kedalam 
salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
 
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian Pencurian 
Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” 
dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-
sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil oleh 
orang lain secara tidak sah.orang yang mencuri barang milik orang lain 
disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang 
berkaitan dengan perbuatan pidana.  
Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur-unsur dalam pasal 
pencurian terpenuhi.pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan 
keperistiwa hukum yang sesungguhnya (Hartono, 2010:1).  
Menurut R. Soesilo (1995:249) pencurian dalam bentuk pokok 
diatur didalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut : 
“Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau 
sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena 
pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”. 
 
Dari ketentuan diatas, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian 
dalam bentuk pokok. Semua unsur dari tindak pidana pencurian 
dirumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada pasal-pasal KUHP 
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lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi 
cukup disebutkan nama, tindak pidana pencurian tersebut disertai dengan 
unsur pemberatan atau peringanan. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian 
Menurut Moeljatno (2002:128) Pasal 363 ayat (1) angka 4: 
pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Ini 
tidak mensyaratkan adanya kerja sama antara pelaku sebelumnya. 
Pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak 
saat melakukan pencurian ada kerja sama. Jadi tidak perlu ada 
persetujuan sebelumnya dari para pelaku.  
Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur 
pada Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:  
(a) Barangsiapa 
(b) Mengambil  
(c) Sesuatu barang  
(d) kepunyaan orang lain 
(e) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 
Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak 
pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah 
memenuhi semua unsur dari Tindak Pidana Pencurian yang terdapat 
didalam rumusan Pasal 362 KUHP. 
a) Barangsiapa  
Unsur Barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subyek 
hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut 
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hukum atas perbuatan yang dilakukannya. untuk pembuktian : Bahwa 
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa 
(nama terdakwa) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum 
karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh 
identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana 
ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap 
pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong 
mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, 
berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi. 
b) Mengambil  
Ilmu Pengetahuan Pidana berupaya keras untuk merumuskan 
pengertian “mengambil” karena didalam delik ini ia merupakan kunci soal. 
Ilmu pengetahuan pidana, strafrechtwetenschap cukup banyak 
peranannya dalam dibidang ini. Jika dilakukan inventarisasi terdapat 
bermacam-macam teori tentang mengambil, antara lain: 
1. Contractatie, ajaran ini mengemukakan sebagai mengambil 
suatu tindakan memindahkan sesuatu (yang diambil) dengan 
sentuhan tangan; 
2. Ablatie, ajaran ini mengemukakan juga sebagai mengambil 
suatu tindakan menyelamatkan sesuatu, misalnya menutupi 
barang (yang akan diambil) dengan sampah/pasir sehingga 
tidak kelihatan dengan maksud untuk dimiliki; 
3. Apprehentie, ajaran ini mengemukakan sebagai mengambil 
suatu tindakan membawa barang (yang akan diambil) 
berada dibawah kekuasaannya; 
 
c) Sesuatu Barang 
Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (Manusia 
tidak termasuk), misalnya, uang, baju, kalung dan yang sebagainya. 
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Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas. Meskipun tidak 
berwujud,akan tetapi dialirkan dari kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu 
mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai 
rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, 
masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.  
d) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” 
Sebagian milik orang lain misalnya: A bersama B bersama membeli 
sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B disimpan dirumah 
A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, 
disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B. suatu barang yang bukan 
kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang 
liar yang hidup di dalam rumah, barang-barang yang sudah dibuang oleh 
yang punya dan sebagainya. 
e) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 
Perbuatan itu harus denga sengaja dan dengan maksud untuk 
dimilikinya. Misalnya seseorang menemui barang dijalan kemudian 
diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki 
barang itu, masuk kategori pencurian. Jika waktu mengambil barang itu 
terdakwa berfikir barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi 
serenta dating dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak 
diserahkan kepada polisi), maka perbuatan tersebut masuk kedalam 
kategori penggelapan (Pasal 372) bukan pencurian (Pasal 362) karena 
waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.  
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Setelah Unsur-Unsur Pasal 362 KUHP diketahui maka untuk 
melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang dilarang dan 
diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, maka akan terlihat makna dari 
unsur-unsur. Patut kiranya dikemukakan bahwa ciri khas pencurian ialah 
mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 
untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.  
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian Pasal-Perpasal 
a. Pasal 362 KUHP 
Pengertian Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya 
dirumuskan dalam Pasal 362 KHUP yaitu: "Barang siapa 
mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang 
lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 
diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 
tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah". 
 
 
b. Pasal 363 KUHP 
Dalam Pasal 363 KUHP ; (1) Diancam dengan Pidana paling lama 
tujuh tahun:  
2. Pencurian hewan.(K.U.H.P.101). 
3. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, 
gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, 
kapal tedampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, 
pemberontakan atau bahaya perang; 
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan 
oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa 
dikehendaki oleh yang berhak; 
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu; 
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 
kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak 
dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau 
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah 
palsu atau pakaian jabatan palsu. 
(2) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan 
salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu 
diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan 
tahun. (K.U.H.P.35,366,486). 
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c. Pasal 364 KUHP 
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 
4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, 
apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak 
lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan 
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 
paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. 
 
 
d. Pasal 365 KUHP 
(1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun pencurian 
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasanterhadap orang dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila 
tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau 
peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap 
menguasai barang yang dicuri. 
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun: 
1. Bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah 
rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan 
umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; 
2. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu; 
3. Bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan 
dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak 
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; 
4. Bila perbuatan mengakibatkan luka berat. 
(3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang 
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas 
tahun. 
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau 
pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh 
tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau 
kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan 
dalam nomor 1' dan 3'. 
 
 
e. Pasal 366 KUHP 
Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang 
dirumuskan dalum Pasal 362. 363, dan 865 dapat dijatuhkan 
pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 - 4. 
 
17 
f. Pasal 367 KUHP 
(1)  Jika pembuat atau pemhantu dari salah satu kejahatan dalam 
bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan 
dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta 
kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak 
mungkin diadakan tuntutan pidana. 
(2)  Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang 
atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga 
sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis 
menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya 
mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang 
terkena kejahatan. 
(3)  Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan 
oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka 
ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. 
 
C. Tinjauan Umum tentang Barang tilang 
1. Pengertian Tilang 
Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan Tilang, 
merupakan ruang lingkup hukum pidana yang di atur dalam Undang-
undang No.14 Tahun 1992. Hukum pidana mengatur tentang perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Tujuan suatu hukum 
pidana adalah untuk menakut-nakuti seseorang supaya tidak melakukan 
perbuatan yang tidak baik. Dan bahkan mendidik dan mengarahkan 
seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan 
bisa diterima oleh masyarakat.  
Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan 
hukum langsung dari aparat penegak hukum jadi tidak harus menunggu 
laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pelanggaran lalu lintas 
tertentu atau Tilang biasanya melanggar Pasal 54 mengenai kelengkapan 
surat kendaraan SIM dan STNK serta Pasal 59 mengenai muatan lebih 
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terhadap truk atau angkutan umum serta Pasal 61 tentang salah 
memasuki jalur lintas kendaraan.  
Persidangan pelanggaran lalu lintas berlangsung cepat, dalam 
proses persidangan terdakwa diletakkan disuatu ruangan, lalu hakim 
membacakan nama para terdakwa untuk membacakan denda, setelah 
denda dibacakan hakim akan mengetuk palu sebagai tanda bahwa telah 
ditetapkannya suatu keputusan. Di Pasal 211 Undang-undang No. 8 
Tahun 1981 tentang KUHAP dimaksudan sebagai  bukti bahwa seseorang 
telah melakukan pemelanggaran lalu lintas.   
 
D. Tinjauan Umum Terhadap Anak 
1. Pengertian Anak 
Pengertian anak menurut beberapa ketentuan peraturan 
perundang-undangan masih menimbulkan kesimpangsiuran, tetapi yang 
umumnya yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum dewasa 
atau masih muda umurnya. Hal ini diakibatkan karena tiap peraturan 
perundang-undangan memiliki pengertian anak yang berbeda-beda. 
Sehingga perumusan dalam berbagai peraturan perundang-undangan 
tentang pengertian anak juga berbeda-beda. 
Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak 
Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa, anak adalah seorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. Dari pengertian anak tersebut, ternyata sama dengan 
pengertian anak berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang 
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pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang pada Pasal 1 ayat 
(5)  menegaskan bahwa, anak adalah seorang anak yang belum berusia 
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  
Selanjutnya menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang No.3 Tahun 
1997 tentang pengadilan anak yang dimaksud dengan anak adalah orang 
yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun 
namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah 
kawin. Sedangkan anak nakal menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang 
No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak adalah :  
a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau  
b. Anak yang melakukan peraturan perundang-undangan maupun 
menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam 
masyarakat bersangkutan. 
Walaupun pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan 
itu beraneka ragam, namun tetap perlu diberikan batasan tentang arti dan 
pengertian anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-
undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang 
menegaskan bahwa, anak adalah setiap manusia di bawah 18 (delapan 
belas) tahun yang belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.  
Adapun pengertian anak menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 
Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatakan, anak adalah seorang 
pria yang diizinkan kawin apabila telah mencapai Usia 19 (Sembilan 
belas) tahun.  
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Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini 
mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara secara optimal bagi 
pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) 
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang 
kesejahteraan anak, ditentukaan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan 
dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sudah dilahirkan. 
Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat 
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan 
dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa 
perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang baik 
dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.  
Sebagai tambahan referensi mengenai pengertian anak, maka 
penulis mencantumkan beberapa pengertian anak yang di ambil dari 
berbagai sumber, diantaranya:  
Novie Amalia Nugraheni, (2009:27) dalam tesisnya menjabarkan 
beberapa pengertian anak, sebagai berikut: 
“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia 
menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang 
berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah 
termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 
adalah demi kepentingannya. Pengertian tersebut hampir sama 
dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, 
anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun 
termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan dalam 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam 
perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi 
belum pernah kawin. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam 
lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya 
seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas 
perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 
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17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh 
suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif 
tergantung pada kepentingannya.” 
 
Menurut Zakiah Daradjat dalam Djoko Prakoso (1986:84), batas 
usia anak dan dewasa berdasarkan pula remaja yang menyatakan pula 
bahwa: Masa sembilan tahun antara tiga belas dan dua puluh satu tahun 
sebagai masa remaja (adolensi) merupakan masa peralihan antara masa 
anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan 
mereka bukan lagi anak-anak bentuk badan, sikap berpikir dan bertindak 
tetapi bukan pula orang dewasa.  
Menurut UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa 
yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 ( dua 
puluh satu ) tahun dan belum pernah menikah. Batasan umur ini juga 
digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perdata, tetapi 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah anak, 
yang digunakan istilah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum 
berumur 21 tahun akan tetapi sudah atau pernah kawin, sedangkan belum 
dewasa adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan 
tidak atau belum pernah kawin.Sedangkan Hukum Islam hanya 
mempunyai ukuran akil baliq. 
2. Pemidanaan Terhadap Anak 
Sistem pemidanaan dalam Undang-undang No.3 tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak, mengatur tentang jenis sanksi pidana dan 
tindakan, namun ancaman sanksi pidana lebih ditujukan kepada prinsip 
pembatasan/perampasan kemerdekaan kepada anak dan seringkali 
mengabaikan kepentingan anak yang kemerdekaannya telah terampas. 
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Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius 
yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak 
diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-
lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya Kecenderungan 
meningkatnya pelanggaran yang dilakukan anak atau pelaku usia muda 
yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan 
penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum 
pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan 
perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda (Agung 
Wahyono dan Siti Rahayu1983:2). 
Pertanggungjawaban Yuridis bagi Anak di dalam KUHP:  
Hukum pidana Indonesia didasarkan pada Undang-undang No.1 
Tahun 1946, tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
yang bersumber pada KUHP Belanda yang diangkat dari 
keputusan Raja tanggal 15 Oktober 1915 No.33, dan baru mulai 
berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Materi yang diatur dalam 
KUHP ini, pada prinsipnya merupakan warisan (turunan) dari KUHP 
Belanda (straf wetboek) yang dibuat pada tahun 1886 dengan 
beberapa penyimpangan yang disesu    aikan dengan kebutuhan 
Hindia Belanda dahulu.  
 
KUHP ini merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada : 
a. Asas legalitas yang berarti bahwa tiada pidana tanpa undang-
undang, sebagaimana yang ditergaskan dalam pasal 1 ayat (1) 
KUHP. 
 Dalam konteks ini J.E Jonkers menulis bahwa :  
Undang-undang merupakan sumber langsung dari hukum 
pidana. Apa yang dapat dipidana disebut dalam undang-
undang pidana. Apa yang tidak terkena peraturan-
peraturan itu, bagaimna dapat dihukum, tidak dapat 
dipidana. 
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Asas ini lebih mengutamakan kepentingan formal 
daripada kepentingan hukum itu sendiri. Sekalipun hukum itu 
jelas dan diperlukan oleh masyarakat, tetapi sepanjang hukum 
itu belum diatur dalam undang-undang, hukum itu belum dapat 
ditegakkan. 
Dengan demikian, asas legalitas adalah suatu 
pertanggungjawaban yuridis yang tertulis, tidak berlaku surut 
(retroaktif), penegakannya tidak ditafsirkan secara analogi dan 
eksistensinya harus sudah diatur terlebih dahulu dalam 
Undang-undang sebelum perbuatan itu terjadi.  
b. Asas kesalahan, yang berisikan bahwa seseorang yang hanya 
dapat dipidana karena terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana dengan sengaja atau karena kealfaan. Dalam konteks 
ini, RM Suharto menulis, bahwa: Asas kesalahan termasuk 
norma tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, 
orang yang melakukan perbuatan pidana dapat di hukum 
apabila orang tersebut berbuat kesalahan, jadi mengenai 
pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan dari orang lain.  
Untuk menentukan seorang benar-benar bersalah, harus 
ada alat bukti yang cukup, misalanya telah melakukan 
perbuatan melanggar hukum, sebagaimana unsur-unsur pasal 
yang didakwakan penuntut umum ada kesesuaian keterangan 
saksi yang satu dengan saksi yang lain, keterangan terdakwa 
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sendiri dan kesesuaian alat bukti yang diajukan kedalam 
persidangan. 
Dalam konteks ini, Made Sadhi Astuti dalam tulisannya: 
Sejak tahun 1901, di dalam KUHP Belanda telah ditambahkan 
beberapa ketentuan yang baru, khusus mengatur masalah tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak-anak beserta akibat hukumnya. 
Ketentuan-ketentuan pidana itu oleh para penulis Belanda disebut 
sebagai hukum pidana anak. Ternyata ketentuan-ketentuan pidana 
tersebut hanya sebagian saja telah dimasukkan kedalam KUHP, 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.   
 
Hal ini berarti bahwa tindak pidana yang dilakukan anak-anak 
masih jarang terjadi, tidak sebanyak sekarang. Sumber hukum 
Internasional mengenai pidana anak yang acapakli mendasari hukum 
pidana nasional, juga belum diatur. Konferensi hak-hak anak di tingkat 
internasional baru diadakan di jenewa tahun 1924. Hukum pidana anak 
dimasukkan ke KUHP Belanda tahun 1901.  
Selanjutnya, Made Sadhi Astuti menulis di halaman yang lain:  
Undang-undang pidana di Indonesia tidak mengenal pidana khusus bagi 
anak, bahkan lembaga hukum pidana bagi anak merupakan sesuatu yang 
asing bagi tata hukum di Indonesia. Undang-undang pidana di Indonesia 
tidak hanya mengenai tindakan (maatregel), pendidikan paksa (dwang op 
voeding regiling), yang merupakan tindakan yang sesuai sekali dan 
bermanfaat bagi anak.  
Tulisan made sadhi astuti yang menyatakan bahwa Undang-
undang pidana di Indonesia tidak mengenal pidana khusus bagi anak dan 
hanya di atur dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP, tampaknya belum 
konkret dan final karena di dalam Pasal 40 KUHP, masih mengatur 
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tindakan khusus yang di lakukan oleh anak di bawah umur, yang telah 
memasukkan atau membawa barang terlarang, misalnya obat bius atau 
barang terlarang lain masuk ke kapal Indonesia atau wilayah tertentu, 
dapat dijatuhi hukuman rampasan, meskipun anak tersebut dikembalikan 
kepada orang tuanya atau walinya. Hal ini dimasukkan dalam penjelasan 
Pasal 40 KUHP bahwa: ketentuan pasal ini merupakan perkecualian 
dalam ketentuan umum, pidana tambahan itu biasanya dijatuhkan beserta 
pidana pokok dan tidak pernah dijatuhkan sendirian. Oleh karena ordonasi 
obat bius, perampasan barang-barang itu diperuntukkan, sedangkan 
perintah semacam itu dijumpai pula dalam rechten ordonantie tersebut 
dalam LN 1931 No. 471, dalam alat-alat pengangkutan yang telah dipakai 
untuk membawa masuk, keluar dan meneruskan barang-barang 
selundupan itu dapat dirampas.     
Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada 
dua visi, yakni: kemampuan fisik dan moral seseorang (Pasal 44 ayat (1 
dan 2)) KUHP, kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, 
daya dan kecerdasasan pikirannya. Secara eksplisit, istilah kemampuan 
fisik seseorang memang tidak disebutkan dalam KUHP, tetapi secara 
implisit, seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu 
atau tidak sempurna seperti idiot, imbicil, buta tuli, bisu sejak lahir, orang 
sakit, anak kecil (di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta, fisiknya 
lemah tidak dapat dijatuhi pidana. Demikian pula orang yang kemampuan 
moralnya tidak sempurna, berubah akal seperti sakit jiwa, gila, epilepsie 
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dan macam-macam penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban yuridis.  
Sejalan dengan pernyataam di atas, Moeljatno menulis: 
Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) 
kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi, meskipun 
melakukan pebuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana, 
misalnya seseorang, anak-anak bermain dengan korek api di 
pinggir rumaha tetangga, lalu menyalakan dinding rumah tersebut, 
sehingga menimbulkan bahaya umum baik terhadap barang 
maupun orang (pasal 187 KUHP). 
 
Yang dimksud dengan anak disini adalah tentu saja anak yang 
belum mempunyai kemampuan fisik dan moral, belum bias membedakan 
mana yang baik dan mana yang buruk sebagai mana yang dimaksud 
dalam pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP di atas.  
 Bertalian dengan pertanggungjawban yuridis terhadap anak 
dibawah umur tersebut, dalam pasal 45, 46, 47 KUHP, sebelum dicabut 
telah ditegaskan secara alternatif dan pemecahannya dapat dijelaskan 
sebagai berikut:  
1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 tahun sampai 
13 tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak 
tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana 
2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih 
berusia 13 sampai 15 tahun dan tindak pidananya masih dalam 
tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 
490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 
536, dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya si 
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tersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum 
swasta untuk dididik sampai berusia 18 tahun (Pasal 46 KUHP)  
3. Jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimal hukuman 
atau dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman 
mati dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 tahun dan 
hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 
10 huruf (b) 1e dan 3e tidak dijatuhi (Pasal 47 KUHP)  
Persoalan yang cukup mendasar pada saat Undang-Undang 
Pengadilan Anak disahkan adalah usia minimum berapa bagi anak yang 
dapat diajukan ke depan persidangan anak dan dapat dijangatuhi pidana? 
Masalah ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum 
mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. 
Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya 
didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dlam KUHP, karena 
KUHP tersebut ketentuan hukumnya tidak saja masih konfensional yang 
mengacu kepada kepentingan hukum colonial Belanda, tetapi juga karena 
perilaku dan peradaban manusia sudah demikian kompleks bahkan 
perkembangannya jauh lebih cepat daripada aturan yang ada. 
Beranjak dari ketentuan lama Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 27 ayat 
(1) UU No.14 Tahun 1970,(LN Tahun 1970,No.14),tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,jo.Pasal 16 ayat (1),Pasal 28 
ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.8),tentang Kekuasaan 
Kehakiman,hakim pidana anak mempunyai kewajiban untuk memeriksa 
dan mengadili suatu perkara,sekalipun hukum kurang jelas.Untuk 
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itu,hakim wajib menggali,mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang 
hidup dalam masyarakat. 
Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan 
adanya perbuatan lain yg menurut undang-undang selain KUHP dapat 
dipidana sepanjang undang-undang itu tertalian dengan masalah anak 
dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (Lex Spesial Derogat 
Legi General) 
Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-
undang lain di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti: 
1. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No.3), 
tentang     Pengadilan Anak; 
2. Undang-Undang No.7 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 
No.10),tentang Psikotropika; 
3. Undang-Undang No.22 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 
No.67),tentang Narkotika; 
4. Undang-Udang No.23 Tahun 2002 (LN 2002 No.109),tentang 
Perlindungan Anak; 
5. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 
No.95),tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(PKDRT); 
6. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 
No.78),tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS); 
7. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 
No.157),tentang Guru dan Dosen; 
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8. Undang-Undang No.9 Tahun 1998 (LN Tahun 1998 
No.181),tentang Kemerdekan Menyampaikan Pendapat di 
Tempat Umum; 
9. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 
No.165),tentang Hak Asasi Manusia (HAM),jo.Undang-Undang 
No.26 Tahun 2000,tentang Pengadilan HAM; 
10. Undang-Undang No.15 Tahun 2003,tentang Tindak Pidana 
Terorisme; 
11. Undang-Undang No.11 Tahun Pnsp Tahun 1863 (LN Tahun 
1965  No.10),tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang 
telah dicabut dengan Undang-Undang No.Tahun 1999 (LN 
Tahun 1999 No.73),tentang Pencabutan Undang-Undang No.11 
PnPs Tahun 1963,tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi; 
12. Undang-Undang No.27 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 
No.74),tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan 
Negara dan instrumen hukum lain yang bertalian dengan 
masalah anak.  
Penggunaan undang-undang tersebut dalam hukum pidana anak 
cukup beralasan karena dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam 
hukum pidana harus lebih menitikberatkan kebenaran hukum materiil 
daripada kebenaran hukum formal.Untuk itu,dalam mencari kebenaran 
hukum materiil ini, hakim harus mengacu pada isi surat dakwaan yang 
disampaikan jaksa penuntut umum khususnya unsur-unsur pasal yang 
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didakwakan termasuk dalam pembuatan putusan,harus mengacu pada 
unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum tersebut (pasal 178 
H.I.R). Meskipun H.I.R telah dicabut dengan Undang-Undang No.8 Tahun 
1981 (khusus yang menyangkut masalah hukum acara pidana),tetapi 
dalam perumusan delik materiil acapkali masih dipertimbangkan oleh 
hakim dalam menjatuhkan pidana. 
 Untuk menentukan apakah perbuatan anak tersebut memenuhi 
unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat minimal melalui tiga visi. 
1) Subjek, artinya apakah anak tersebut dapat diajukan ke 
persidangan anak? Bertalian dengan kemampuan bertanggung 
jawab ini, Muljatno menulis: 
  Kemampuan bertanggung jawab harus ada: 
1. Kemampuan untuk membedakan Antara perbuatan baik 
dan buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum; 
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut 
keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. 
Kemampuan untuk membedakan dan menentukan mana 
baik dan mana buruk dalam melakukan perbuatan melanggar 
hukum adalah tindakan yang menyangkut aspek moral dan 
kejiwaan. Tanpa memiliki kekuatan moral dan kejiwaan 
ini,seseorang tidak dapat dimimtai pertanggungjawaban hukum 
atas tindakan yang dilakukan. 
2) Adanya unsur kesalahan,artinya apakah benar anak itu telah 
melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh 
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undang-undang.Hal ini diperlukan untuk menghindari asa Geen 
Straf Zonder Schuld (tidak ada pidana,jika tidak ada kesalahan 
3) Sanksi pidana  
Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada 
seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan 
malakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, 
hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.  
Pidana pokok terdiri dari:  
a. Pidana mati  
b. Pidana penjara yang berupa seumur hidup atau sementara 
waktu  
c. Pidana kurungan  
d. Pidana denda  
Sedangkan pidana tambahan dapat berupa: 
a. Pencabutan hak-hak tertentu 
b. Perampasan barang tertentu 
c. Pengumuman putusan hakim  
Undang-undang Pengadilan Anak No.3 Tahun 1997 tidak mengikuti 
ketentuan pidana Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara 
tersendiri. Undang-undang menentukan bahwa terhadap anak nakal 
hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan (Pasal 22). Pidana pokok 
(Pasal 23 ayat 2) berupa: 
a. Pidana penjara (Maksimum 10 tahun) 
b. Pidana kurungan  
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c. Pidana denda 
d. Pidana pengawasan 
Pidana tambahan bagi anak nakal (Pasal 23 ayat 3) berupa: 
a. Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau  
b. Pembayaran ganti kerugian 
Jenis pidana baru dalam Undang-undang ini adalah pidana 
pengawasan yang tidak diatur dalam KUHP. Apabila anak nakal yang 
ditentukan Pasal 1 ayat (2) UU No.3 tahun 1997, melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, 
maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun (Pasal 26 ayat 2). Hal ini juga diatur dalam Pasal 
119 Rancangan KUHP Nasional (Tahun 1999/2000). Anak nakal tidak 
dapat dijatuhi pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup, 
walaupun melakukan kenakalan yang diancam dengan pidana mati atau 
pidana seumur hidup.  
Ancaman pidana penjara terhadap Anak Nakal yang melakukan 
tindak pidana, sesuai Pasal 26 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 paling lama 
½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang 
dewasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ini, ketentuan dalam KUHP 
tentang ancaman hukuman bagi anak harus dibaca setengah dari 
ancaman hukuman bagi orang dewasa. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 
117 ayat (1) rancangan KUHP Nasional (Tahun 1999-2000) menentukan 
bahwa: 
33 
1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak 
melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai 
dengan kekerasan 
2. Piadna pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak 
paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara 
yang diancamkan terhadap orang dewasa.  
Dalam Undang-undang terbaru N0.11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 dalam Undang-undang ini yang 
dimaksud dengan: 
1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses 
keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang 
berhadapan dengan hukum, mulau tahap pembimbingan 
setelah menjalani pidana.  
2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.  
3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana.  
Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 dilaksanakan 
berdasarkan asas:  
a. Perlindungan  
b. Keadilan  
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c. Nondiskriminasi  
d. Kepentingan terbaik bagi Anak  
e. Penghargaan terhadap pendapat Anak  
f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak  
g. Pembinaan dan pembimbingan Anak  
h. Proporsional 
i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya 
terakhir, dan  
j. Penghindaran pembalasan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Jeneponto khususnya di 
instansi Pengadilan Negeri Jeneponto. Penulis memilih lokasi penelitian 
dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah 
yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis 
terhadap instansi tersebut dalam penegakan serta memberikan 
perlindungan dan keadilan kepada pelaku tindak pidana.  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan 
skripsi ini terbagi atas dua yaitu : 
a. Jenis Data Sekunder  
Data sekunder adalah data ayng berasal dari peraturan perundang-
undangan, tulisan atau makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip 
serta bahan yang lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan 
skripsi ini.  
b. Jenis Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara Dengan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam 
skripsi ini.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data 
yang digunakan, yaitu:  
1. Penelitian kepustakaan  
Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari 
landasan teori dari objek kajian dengan cara:  
a. Mempelajari buku-buku yang berhubungan, baik langsung 
dengan objek dan metode penulisan skripsi ini.  
b. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan penulisan skripsi ini.  
2. Penelitian Lapangan  
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis 
menggunakan dua cara, yaitu : 
a. Observasi, yaitu secara langsung turun kelapangan untuk 
melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang 
dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.  
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk Tanya 
jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden 
dalam hal ini adalah hakim, atau ahli hukum yang mengerti 
tentang objek penelitian penulis. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah data tersebut 
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diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada 
dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang 
bersifat khusus dan adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu 
kesimpulan dari suatu pembahasan yang diolah menjadi sebuah data.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
38 
BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Putusan 
No.86/PID.SUS/2013/PN.JO 
1. Posisi Kasus  
Pada hari kamis, tanggal 21 Maret 2013, sekitar pukul 13.30 wita 
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di 
kantor Polres Jeneponto, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, 
Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa 
dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 
(satu) buah kabulator sepeda motor RX King, 1 (satu) pasang sarung stir 
sepeda motor RX King merk KTC Racing warna hitam, 1 (satu) buah 
besi/kawat rem belakang sepeda motor RX King, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Baso Bin Jumatangga, dengan 
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua 
orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa 
dengan cara sebagai berikut : 
Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Sandi Syarif Bin 
Gassing (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di halaman kantor 
Polres Jeneponto sedang mengurus sepeda motornya yang ditilang lalu 
terdakwa dan Sandi Syarif Bin Gassing yang sudah berteman sejak dua 
bulan lalu baru bertemu lagi sehingga terdakwa dan Sandi Syarif Bin 
Gassing cerita-cerita sambil menunggu petugas bagian tilang dan tidak 
lama kemudian tedakwa berkata kepada Sandi Syarif Bin Gaasing  “ 
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karbulator motorku rusak, ambilki itu karbulator RX King” sambil terdakwa 
menunjuk dengan menggunakan tangannya kesepeda motor RX King 
milik orang lain yakni Baso Bin Jumatangga yang juga ditilang terparkir 
tidak jauh dari sepeda motor terdakwa kemudian Sandi Syarif Bin Gassing 
berjalan menuju sepeda motor RX King yang dimaksud terdakwa 
sedangkan terdakwa sendiri duduk didekat sepeda motornya melepas 
kenalpotnya sambil menunggu Sandi syarif Bin Gassing mengambil 
karbulator sepeda motor RX King tersebut, sementara sandi Syarif Bin 
Gassing mendekati sepeda motor RX KING sambil mengamati keadaan 
sekitar tempat tersebut. Setelah aman Sandi Syarif Bin Gassing 
mengambil karbulator motor RX King dengan cara memutar lalu menarik 1 
(satu) set karbulator merk mikuni kemudian Sandi Syarif Bin Gassing 
mengambil sepasang sarung stir merk KTC Racing warna hitam dengan 
cara dilepas menggunakan tangannya lalu dimasukkan kedalam saku 
celananya kemudian mumutar baut sampai terlepas besi/kawat rem motor 
RX KING dan disimpan di bawah ban sepeda motor RX KING. Karena 
salah satu anggota kepolisian lewat di depan terdakwa melihat tignkah 
laku terdakwa yang mencurigakan dan tercium bau bensin, sehingga 
anggota kepolisian tersebut mendekati terdakwa dan melihat kabulator 
sepeda motor RX KING yang ditempati terdakwa duduk hilang sehingga 
terdakwa diintrogasi lalu dating anggota kepolisian lainnya yang salah 
satu diantaranya saksi Muh.Arifin Bin Tati memanggil Sandi Syarif Bin 
Gassing, saksi Ririn Rapianto dan saksi Eko Mahmud Bin Mahmud karena 
hanya mereka berempat dengan terdakwa yang berada disekitar tempat 
parkiran dimana sepeda motor RX KING yang hilang karbulatornya 
tersebut terparkir dan setelah keempatnya diintrogasi akhirnya sandi syarif 
Bin Gassing mengaku tetapi karena disuruh oleh terdakwa untuk 
mengambil karbulator sepeda motor RX KING tersebut sehingga terdakwa 
dan sandi Syarif Bin Gassing diamankan keruangan Sabhara Polres 
Jeneponto dan untuk proses lebih lanjut.  
Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian 
sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) 
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Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.  
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
yaitu Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan bertingkat (primer-
subsidair) yaitu jenis dakwaan yang dimana terdakwa didakwa dengan 
lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada prinsipnya terdakwa hanya 
dipersalahkan satu tindak pidana saja. Jika salah satu dakwaan terbukti, 
maka dakwaan lainnya tidak pelu dibuktikan. Dalam dakwaan ini, 
diurutkan dari yang yang memberatkan sampai yang meringankan 
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Feri Kusnadi bin 
Abdul Jalil Sikki yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim 
Pengadilan Negeri Jeneponto sebagai berikut : 
PRIMAIR:  
Bahwa Terdakwa Feri Kusnadi Bin Abdul Jalil Sikki bersama Sandi 
Syarif Bin Gassing (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) 
pada hari Kamis, tangggal 21 Maret 2013, sekitar pukul 13.30 wita 
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat 
di halaman kantor polres Jeneponto, Kelurahan Empoang, 
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya 
pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, 
telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah karbulator 
sepeda motor RX King, 1 (satu) pasang sarung stir sepeda motor 
RX King merek KTC Racing warna Hitam, 1 (satu) buah besi/kawat 
rem belakang sepeda motor RX King, yang seluruh atau sebagian 
kepunyaan orang lain yakni saksi Baso Bin Jumatangga, dengan 
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maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan 
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. 
Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai 
berikut:  
Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sandi Syarif Bin Gassing 
(yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di halaman kantor 
Polres Jeneponto sedang mengurus sepeda motornya yang 
ditilang. Keduanya kemudian cerita-cerita sambil menunggu 
petugas bagian tilang. Tak lama kemudian Terdakwa menyuruh 
Sandi Syarif Bin Gassing untuk mengambil Karbulator motor RX 
King milik Baso Bin Jumatangga yang juga ditilang terparkir tidak 
jauh dari sepeda motor Terdakwa. Sandi Syarif Bin Gassing 
kemudian berjalan sambil mengamati keadaan sekitar dan 
langsung mengambil 1 (satu) set Karbulator sepeda Motor RX King 
merk. Sementara Terdakwa melipat selang bensin agar tidak 
menetes,  datang Sandi Syarif Bin Gassing kembali akan 
mengambil kelengkapan sepeda motor RX King tersebut sehingga 
mereka berbagi tugas yakni Terdakwa mengamati situasi dan 
kondisi dan Sandi Syarif Bin Gassing yang mengeksekusi. Sandi 
Syarif Bin Gassing mengambil sepasang sarung stir dan 1 (satu) 
buah besi/kawat rem belakang sepeda motor RX King. Sandi Syarif 
Bin Gassing kemudian pergi meninggalkan Terdakwa yang 
sementara duduk   di atas sepeda motor RX King. Salah satu 
Anggota kepolisian yang lewat di depan Terdakwa melihat tingkah 
laku yang mencurigakan. Lalu datang anggota polisi lainnya 
kemudian Terdakwa diintrogasi terkait hilangnya Karbulator motor 
RX King tersebut tetapi Terdakwa tidak Mengaku kemudian 
Anggota Polisi tersebut memanggil Sandi Syarif Bin Gassing, Saksi 
Ririn Rapinto dan Saksi Eko Mahmud bin Mahmud karena hanya 
mereka berempat yang berada di sekitar tempat parkiran. Akhirnya 
Sandi Syarif bin Gassing mengaku tetapi disuruh oleh Terdakwa 
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sehingga Terdakwa dan Sandi Syarif bin Gassing diamankan ke 
ruang Sabhara Polres Jeneponto. 
 
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 
ayat (1) ke-4 KUHP. 
SUBSIDAR:   
Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa Feri Kusnadi Bin Abdul 
Jalil Sikki bersama Sandi Syarif Bin Gassing (yang dilakukan 
penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis, tangggal 21 Maret 
2013, sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain dalam tahun 2013, bertempat di halaman kantor polres 
Jeneponto, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten 
Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa 
dan mengadili perkaranya, telah melakukan, yang menyuruh 
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengambil 
barang sesuatu berupa 1 (satu) buah karbulator sepeda motor RX 
King, 1 (satu) pasang sarung stir sepeda motor RX King merek 
KTC Racing warna Hitam, 1 (satu) buah besi/kawat rem belakang 
sepeda motor RX King, yang seluruh atau sebagian kepunyaan 
orang lain yakni saksi Baso Bin Jumatangga, dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum. 
 
Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai 
berikut:  
Bahwa Terdakwa bertemu dengan Sandi Syarif Bin Gassing 
(yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di halaman kantor 
Polres Jeneponto sedang mengurus sepeda motornya yang 
ditilang. Keduanya kemudian cerita-cerita sambil menunggu 
petugas bagian tilang. Tak lama kemudian Terdakwa menyuruh 
Sandi Syarif Bin Gassing untuk mengambil Karbulator motor RX 
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King milik Baso Bin Jumatangga yang juga ditilang terparkir tidak 
jauh dari sepeda motor Terdakwa. Sandi Syarif Bin Gassing 
kemudian berjalan sambil mengamati keadaan sekitar dan 
langsung mengambil 1 (satu) set Karbulator sepeda Motor RX King 
merk. Sementara Terdakwa melipat selang bensin agar tidak 
menetes,  datang Sandi Syarif Bin Gassing kembali akan 
mengambil kelengkapan sepeda motor RX King tersebut sehingga 
mereka berbagi tugas yakni Terdakwa mengamati situasi dan 
kondisi dan Sandi Syarif Bin Gassing yang mengeksekusi. Sandi 
Syarif Bin Gassing mengambil sepasang sarung stir dan 1 (satu) 
buah besi/kawat rem belakang sepeda motor RX King. Sandi Syarif 
Bin Gassing kemudian pergi meninggalkan Terdakwa yang 
sementara duduk   di atas sepeda motor RX King. Salah satu 
Anggota kepolisian yang lewat di depan Terdakwa melihat tingkah 
laku yang mencurigakan. Lalu datang anggota polisi lainnya 
kemudian Terdakwa diintrogasi terkait hilangnya Karbulator motor 
RX King tersebut tetapi Terdakwa tidak Mengaku kemudian 
Anggota Polisi tersebut memanggil Sandi Syarif Bin Gassing, Saksi 
Ririn Rapinto dan Saksi Eko Mahmud bin Mahmud karena hanya 
mereka berempat yang berada di sekitar tempat parkiran. Akhirnya 
Sandi Syarif bin Gassing mengaku tetapi disuruh oleh Terdakwa 
sehingga Terdakwa dan Sandi Syarif bin Gassing diamankan ke 
ruang Sabhara Polres Jeneponto  
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 
ayat (1) ke-4 KUHP 
Adapun alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum 
ialah : 
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a. Keterangan saksi-saksi  
1) Saksi Baso Bin Jumatangga telah memeberikan keterangan di 
bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut:  
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan 
dengan pencurian yang di lakukan terdakwa Feri Kusnadi 
bersama dengan temannya 
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis, tanggal 21 maret 2013, 
sekitar jam 11.00 wita, bertempat di tempat penyimpanan 
barang bukti halaman Polres Jeneponto  
- Bahwa awalnya motor saksi ditilang bersama-sama dengan 
motor terdakwa kemudian saksi pulang kerumah untuk 
mengambil STNK atas motor tersebut, namun ketika kembali 
ke Polres Jeneponto, saksi diberitahu oleh anggota polisi 
Polres Jeneponto, saksi diberitahu oleh anggota polisi Polres 
Jeneponto bahwa karbulator motor saksi hilang, sehingga 
saksi langsung mengecek informasi tersebut 
- Bahwa selain karbulator yang hilang, sarung stir dan 
besi/kawat rem belakang juga hilang 
- Bahwa adapun merk motor saksi yaitu RX-King 
- Bahwa saat di Polres saksi melihat terdakwa dan bersama 
temannya diamankan oleh polisi 
- Adapun kerugian saksi sebesar 500.000, 
- Keluarga terdakwa telah membelikan karbulator yang baru 
- Terdakwa dan teman-temannya tidak meminta izin kepada 
saksi untuk mengambil karbulator tersebut 
- Karbulator yang terdapat dimotor RX King tersebut sangan 
gampang untuk diambil karena hanya di ambil tanpa 
menggunakan alat, demikian juga dengan sarung stir hanya 
besi/kawat rem belakang harus menggunakan alat untuk 
dicabutnya biasa menggunakan tang 
- Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sama 
dengan barang bukti yang diambil oleh terdakwa 
 
Atas keterangana saksi Baso Bin Jumatangga, terdakwa 
menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut benar 
2) Saksi Sandi Syarif, telah memberikan keterangan di bawah 
sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
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- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan 
adanya kabulator milik saksi korban Baso bin Jumatangga 
yang saksi ambil karena di suruh oleh terdakwa Feri Kusnadi  
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 
2013, sekitar jam 11.00 wita, bertempat ditempat 
penyimpanan barang bukti halaman Polres Jeneponto  
- Awalnya saksi bersama dengan teman saksi yang bernama 
Eko mendatangi Polres Jeneponto untuk mengurus motor 
saksi yang ditilang, dan ketika tiba di Polres Jeneponto saksi 
bertemu dengan terdakwa datang ke polres untuk mengurus 
motor sepupunya yang juga ditilang 
- Selanjutnya saksi dan terdakwa cerita-cerita sampai 
akhirnya terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil 
karbulator yang terpasang dimotor RX-King milik saksi 
korban Baso bin Jumatangga  
- Adapun penyampaian terdakwa kepada saksi yaitu dengan 
mengatakan kepada saksi “ ambil sai itu karbulatorka, 
rusakki karbulatorku” sambil terdakwa menunjuk ke Motor 
RX-King tersebut 
- Setelah terdakwa mengatakan demikian, saksipun langsung 
menuju motor RX-King yang dimaksud terdakwa dan saksi 
berhasil mengambil karbulator tersebut, kemudian saksi juga 
mengambil sarung stir dan besi/kawat rem bagian belakang 
motor tersebut 
- Bahwa karbulator yang saksi ambil tersebut tidak langsung 
saksi diberikan kepada terdakwa namun saksi simpan 
disadel motor milik Eko, oleh karena ada petugas yang 
datang, sedangkan besi/kawat rem belakang tersebut saksi 
letakkan didekat motor RX-King, dan sarung stir saksi 
masukkan kesaku celana saksi  
- Setelah saksi menyimpan karbulator tersebut, saksi 
langsung menuju keruang tunggu Polres Jeneponto, 
sedangkan terdakwa saksi liat menuju kemotor RX King dan 
duduk diatas motor RX King untuk memerbaiki saluran 
bensin yang menetes, dan saat itu ada polisi yang mencium 
bau bensin sehingga polisi tersebut mendatangi terdakwa 
dan melihat kabulator RX King sudah tidak ada, sehingga 
terdakwa lansung diamankan di Polres Jeneponto dan 
selanjutnya saksi bersama kedua teman saksi juga diperiksa 
dan akhirnya saksi mengaku kalau saksi yang mengambil 
kabulator di motor RX King milik korban Baso bin 
Jumatangga  
- Terdakwa hanya menyuruh saksi mengambil kabulator di 
motor RX King milik saksi korban Baso bin Jumatangga, 
sedangkan sarung stir dan besi/kawat rem bagian belakang 
adalah untuk saksi sendiri  
- Bahwa saksi ketika mengambil karbulator tersebut tanpa ada 
izin dari saksi korban Boso bin Jumatangga  
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Atas keterangan Sandi Syarif bin Gassing terdakwa menerangkan 
bahwa keterangan saksi tersebut benar  
b. Petunjuk  
Adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan  
 
c. Keterangan Terdakwa  
Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan 
terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 
Maret 2013, sekitar jam 11.00 wita, bertempat di tempat 
penyimpanan barang bukti halaman Polres Jeneponto  
- Awalnya terdakwa datang ke Polres Jeneponto untuk 
mengurus motor sepupu terdakwa yang ditilang dan ketika di 
Polres saksi bertemu dengan saksi Sandi, dan saat itulah 
terdakwa menyuruh saksi Sandi untuk mengambil kabulator 
yang tersimpan di motor RX King milik saksi korban Baso bin 
Jumatangga  
- Terdakwa menyuruh saksi sandi karena Sandi sudah terbiasa 
mengambil HP orang lain, sehingga terdakwapun menyuruh 
saksi Sandi untuk mengambil kabulator tersebut karena 
kabulator terdakwa sudah rusak  
- Ketika menyuruh saksi Sandi, terdakwa mengatakan kepada 
saksi Sandi “ ambil sai itu kabulator, rusakki kabulatorku “ 
setelah terdakwa mengatakan demikian saksi sandi langsung 
mengambil kabulator tersebut  
- Saksi sandi yang mengambil kabulator milik korban, 
sedangkan peran terdakwa hanya menyuruh untuk mengambil 
kabulator tersebut 
- Setelah berhasi mengambil kabulator tersebut, saksi Sandi 
tidak langsung menyerahkan kabulator kepada terdakwa 
dikarenakan ada polisi  
- Terdakwa sudah memberikan ganti rugi kepada saksi korban 
Baso bin Jumatangga sebesar Rp. 500.000,- 
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas peristiwa ini 
d. Barang Bukti  
- 1 (Satu) buah karbulator sepeda motor RX King 
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- 1 (satu) pasang sarung stir sepeda motor RX King merk merk 
KTC Racing warna kuning 
- 1 (satu) buah besi/kawat rem belakang sepeda motor RX King  
Di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Baso bin Jumatangga  
Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, 
karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum  
Penuntut Umum, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat, 
mendengar keterangan saksi dan terdakwa dan telah memperhatikan 
barang bukti yang diajukan di persidangan, dan juga mendengar tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitoirnya yang telah dibacakan pada 
saat sidang dilaksanakan, yang pada pokoknya menuntut agar 
Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan :  
1. Menyatakan terdakwa FERI KUSNADI BIN ABDUL JALIL SIKKI, 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana pencuriana yang dilakukan oleh dua orang 
dengan bersekutu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam 
Pasal 363 ayat (1) ke-4 dalam dakwaan primair 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Feri Kusnadi bin Abdul 
Jalil Sikki berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan 
dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan 
ditahan  
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan   
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4. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) buah karbulator sepeda motor RX-King 
- 1 (satu) pasang sarung stir sepeda motor RX-King merk 
KTC Racing warna kuning 
- 1 (satu) buah besi/kawat rem belakang sepeda motor RX-
King dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Baso bin 
Jumatangga  
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.1.000;- (seribu rupiah)  
 
4. Amar Putusan  
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah 
sebagai berikut :  
MENGADILI 
1. Menyatakaan terdakwa FERI KUSNADI BIN ABDUL JALIL 
SIKKI, tidak terbukti scara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair 
2. Membebaskan terdakwa FERI KUSNADI BIN ABDUL JALIL 
SIKKI, dari dakwaan primair tersebut 
3. Menyatakan terdakwa FERI KUSNADI BIN ABDUL JALIL SIKKI, 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Bersama-sama melakukan pencurian”  
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari  
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  
6. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan  
7. Memerintaahkan terhadap barang bukti berupa :  
- 1 (satu) buah karbulator sepeda motor RX-King  
- 1 (satu) pasang sarung stir merk KTC Racing warnah 
kuning  
- 1 (satu) buah besi/kawat rem belakang sepeda motor 
RX-King  
Dikembalikan kepada pmiliknya yaitu Baso bin 
Jumatangga  
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8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 
Rp.2.000 (dua ribu rupiah )  
 
5. Analisis Penulis 
Seorang Jaksa penuntut umum harus membuat surat dakwaan dan 
surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa terbukti melakukan suatu 
tindak pidana agar tidak dapat lolos dari jerat hukum. Surat dakwaan 
adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang 
pengadilan. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh 
menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakawaan. 
Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti 
melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang 
dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. 
Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan  
berdasarkan Putusan No.86/PID.SUS/2013/PN.JO menyatakan bahwa 
terdakwa Feri Kusnadi Bin Abdul Jalil Sikki terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (delik) “Bersama-sama 
melakukan pencurian” sebagaimana telah diatur dalam pasal 362 JO 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang Unsur-unsurnya adalah sebagai 
berikut: 
1. Barang siapa  
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain  
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum  
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4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta 
melakukan perbuatan itu  
 
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap 
Tindak Pidana Pencurian Barang Bukti yang Dilakukan Oleh 
Anak dalam perkara Putusan No.86/PID.SUS/2013/PN.JO  
Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting 
dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim 
tentunya sangat berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian 
hukum tentang statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan Hakim 
harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan 
berhenti dengan pertimbangan Hukum semata-mata, melainkan persoalan 
keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari 
keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan 
sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.  
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan 
hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No.86/PID.SUS/2013/ 
PN.JO, yaitu sebagai berikut : 
1. Pertimbangan Hakim 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan 
yang pada pokoknya meminta agar hakim yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini memutuskan sebagai berikut :  
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan 
telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tangggal 21 Maret 
2013, sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
dalam tahun 2013, bertempat di halaman kantor polres Jeneponto, 
Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, 
terdakwa Feri Kusnadi bersama dengan Sandi Syarif (yang dilakukan 
penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang milik saksi Baso bin 
Jumatangga, peristiwa tersebut berawal ketika motor saksi Baso bin 
Jumatangga ditilang di Polres Jeneponto yang ketika itu Motor terdakwa 
Feri Kusnadi juga ditilang di Polres bersama dengan motor Sandi, dan 
ketika terdakwa berada di Polres bersama dengan teman-temannya yaitu 
Sandi, dan Eko yang saat itu sedang mengurus motornya yang sedang 
ditilang, yang kemudian terdakwa melihat motor saksi korban Baso bin 
Jumatangga yang juga sedang terparkir dihalaman Polres Jeneponto, 
yang selanjutnya terdakwa feri kusnadi menyuruh Sandi untuk mengambil 
karbulator milik saksi Baso bin Jumatangga dengan mengatakan kepada 
Sandi bahwa karbulator milik terdakwa rusak, dan menyuruh sandi untuk 
mengambil karbulator yang berada dimotor RX King milik saksi korban 
sambil terdakwa menunjuk motor tersebut, dan selain kabulator milik saksi 
korban, Sandi juga mengambil sarung stir dan besi/kawat rem belakang 
sepeda motor milik saksi korban  
Berdasarkan pada apa yang ditemukan oleh penulis baik itu melalui 
proses wawancara dengan hakim anak maupun studi kasus kepustakaan 
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mengenai hal yang diteliti oleh penulis, maka penulis membuat 
kesimpulaan bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak hakim terlebih 
dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan 
dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang 
berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.  
Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, penulis melakukan 
wawancara kepada hakim di Pengadilan Negeri Jeneponto yaitu 
Hasanuddin, SH.,MH selaku pengganti dari hakim yang bersangkutan 
memberikan gambaran mengenai perkara yang melibatkaan anak selaku 
pelaku tindak pidana:  
Penulis berpendapat bahwa putusan Hakim dalam putusan 
No.86/PID.SUS/2013/PN.JO telah tepat dimana hakim sebelum 
menjatuhkan putusan telah terlebih dahulu mempertimbangkan baik hal-
hal yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa.  
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BAB V  
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya 
dari hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup 
skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut :  
1. Bahwa tentang pelaksanaan penerapan Hukum Pidana Materil 
yaitu adanya tuntutan bertingkat (Primair-Subsider) yang 
didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang kemudian oleh 
Hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian secara 
bersama-sama” dan mencocoki unsur-unsur dari dakwaan 
subsider.  
2. Pertimbangan Hakim  
Dari aspek yurudis telah memnuhi ketentuan Pasal 362 JO 
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yakni menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) 
bulan 15 (lima belas) hari. Dan memerintahkan terdakwa untuk 
tetap berada dalam tahanan. 
Dari aspek non yuridis hakim mempertimbangkan dari segi 
usia, masih pelajar, belum pernah di hukum, dan telah 
menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbutan 
tersebut.  
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B. Saran  
Adapun saran dari hasil pembahasan sebelumnya, yaitu :  
1. Untuk para penegak hukum, agar bisa memberikan jaminan dan 
keamanan untuk kendaraan yang di simpan sebagai hasil dari 
barang bukti yang telah disita oleh petugas Lalu lintas yang 
bertugas.  
2. Untuk para masyarakat pada umumnya dan terutama pada 
orang tua pada khususnya agak memperhatikan pergaulan 
anak-anak mereka serta mengontrol kegiatan anak mereka di 
luar rumah, dan membritahukan pengetahuan sedikit banyaknya 
tentang bahaya pergaulan dan dampak yang di timbulkannya.  
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